SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN GUBERNUR BIDANG PENGELOLAAN
PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN DAN PENANGANAN
PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan

1.

pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Gubernur
Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 125 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Bidang Pengelolaan
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Penanganan
Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};



Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Bararig/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN GUBERNUR BIDANG PENGELOLAAN PENYEDIA
JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN DAN PENANGANAN
PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur sebagai berikut:

a.

Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016

Nomor 72134},

Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2016 Nomor 72146);

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2017 Nomor 72004),

Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat
Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017 Nomor 72070); dan

Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72037),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berite
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 71025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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